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ABSTRAK 

 

 

Sri Andriyani : Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan 

IGDProf. Dr. Ma Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan 

Keuangan Daerah  Kabupaten TanahDatar 

Pembimbing : Dian Fitria Handayani, S.E, M.Si 

 

Pada Tugas Akhir ini, penulis memilih judul Prosedur Penghapusan 

AsetTetap Berupa Bangunan IGD Rsud Prof.Dr.Ma Hanafiah Sm Batusangkar 

pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penulisan ini 

adalah untuk mengetahui Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan 

Rsud Prof.Dr.Ma Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan  

penyebab kendala yang terjadi dalam Prosedur Penghapusan Aset 

Tetap(Bangunan) pada Rsud Prof.Dr.Ma Hanafiah Sm Batusangkar Kabupaten 

Tanah Datar. 

Penelitian ini bersifat metode deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui 

wawancara langsung kepada pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah 

Datar, selain itu penulis juga melakukan studi pustaka untuk menunjang 

terpenuhinya laporan Tugas Akhir ini.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, melalui wawancara dengan pegawai 

bagian Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, dapat penulis 

ketahui bahwa prosedur penghapusan Aset Tetap berupa Bangunan Rsud 

Prof.Dr.Ma Hanafiah Sm Batusangkar Kabupaten Tanah Datarmenunjukkan 

bahwa secara keseluruhan prosedur yang dilakukan Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tanah Datar sudah efektif,namun masih terdapat kendala dikarenakan 

kurang optimalnya dalam pengelolaan surat nya yang akan di ajukan untuk 

penghapusan aset tetap(bangunan) tersebut. 

 

Kata Kunci:  Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD Rsud Prof.Dr.Ma. 

Hanafiah Sm Batusangkar pada Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tanah Datar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Indonesia memiliki beragam instansi pemerintah dengan tugas dan 

wewenang masing-masing. Meski begitu, seluruh instansi pemerintah yang berada 

pada sebuah pemerintahan akan saling terkait fungsinya guna memperjuangkan 

kemajuan sebuah negara. Dalam pedoman penyusunan penetapan kinerja daerah, 

instansi pemerintah adalah sebuah kumpulan dari unit organisasi pemerintah yang 

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi 

seluruh kementrian dan lembaga-lembaga pemerintahan dengan menggunakan 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBN/APBD). APBN/APBD selalu memiliki belanja modal tiap tahunnya. 

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 

manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 

Belanja modal tersebut terus bertambah dari tahun dan menjadi kekayaan 

negara/daerah atau aset negara/daerah. Semua barang-barang yang dibeli dengan 

menggunakan APBN atau perolehan lainnya yang sah menjadi kekayaan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pasal 82 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah menjelaskan 

penghapusan dari daftar barang yang di gunakan dilakukan dengan menerbitkan 

keputusan penghapusan dari pengelolaan barang setelah mendapat persetujuan 

Bupati untuk barang milik daerah.Penghapusan barang milik daerah menurut 
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Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 merupakan akhir dari pelaksanaan 

pengelolaan barang milik daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan 

dan laporan barang daerah dari catatan atas barang milik daerah yang sudah tidak 

berada dalam penguasaan penggunaan barang dalam pengelolaan barang milik 

daerah.Menurut pasal 1 angka 46 Permendagri No 19 menyebutkan Penghapusan 

adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan 

menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari 

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 

penguasaannya. 

Badan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu 

instansi pemerintahan yang melakukan penghapusan barang milik daerah pada 

bagian pengelola aset yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan 

tugas pembantuan yang  sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang 

dipimpin oleh seorang kepala badan Keuangan Daerah. Penghapusan merupakan 

satu bentuk kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka 

melaksanakan fungsi pelayanan publik.Dalam melaksanakan pelayanan publik, 

pemerintah perlu didukung dengan sarana dan prasarana termasuk barang yang 

kondisinya baik. Barang yang mengalami penurunan manfaat ekonomis, rusak, 

dan hilang yang hanya akan menambah biaya pemeliharaan serta memerlukan 

perhatian khusus untuk menghindari penumpukan barang aset. 
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Penghapusan di sebabkan karena barang tersebut rusak berat, tidak layak 

di pakai, tidak di manfaatkan di pindahtangankan baik melalui penjualan, hibah, 

tukar menukar barang, di musnahkan atau pun sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk bangunan IGD RSUD prof. 

Dr. Ma. Hanafiah batusangkar berdampak pada bangunan yang kurang efisien 

terhadap pelayanan rumah sakit. Alasan dilakukan nya penghapusan Bangunan 

IGD RSUD  Prof.  Dr.  MA  Hanafiah  SM  Batusangkar yaitu karena bangunan 

nya tidak memadai untuk menampung pasien lebih banyak lagikunjungan pasien 

berobat baik rawat jalan maupun rawat inap dari masyrakat Kabupaten Tanah 

Datar dan juga dari Kabupaten lain sekitar tanah datar ke RSUD Prof.Dr.MA 

Hanafiah SM Batusangkar saat ini cukup tinggi. RSUD  Prof.  Dr.  MA  Hanafiah  

SM  Batusangkar  merupakan sebagai  pusat rujukan kesehatan di kabupaten tanah 

datar. 

Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan melakukan penghapusan Bangunan IGD 

ini sifatnya sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan mengingat dalam 

rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Tanah 

Datar, karena penghapusan merupakan bentuk kegiatan pengelolaan barang milik 

daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik, guna menghindari 

terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak rumah sakit tersebut. 

Maka dari itu penulis mengangkat judul ” Prosedur Penghapusan Aset Tetap 

Berupa Bangunan IGD RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Pada 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Tanah  Datar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Prosedur Penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD 

RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar  Pada Badan Keuangan 

Daerah   Kabupaten Tanah Datar? 

2. Apakah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah sesuai 

dengan Syarat PSAP saat mengajukan penghapusan Aset Tetap? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di bahas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan prosedur penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan 

IGD  RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Pada Badan 

Keuangan Daerah  Kabupaten Tanah Datar? 

2. Untuk mengetahui RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah 

sesuai dengan Syarat PSAP saat mengajukan penghapusan Aset Tetap? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulisan yang dapat diambil adalah: 

1. Untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai prosedur-prosedur 

penghapusan Aset Tetap Berupa Bangunan IGD RSUD Prof. Dr. M. Ali 

Hanafiah SM Batusangkar Pada Badan Keuangan Daerah  Kabupaten 

Tanah Datar? 
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2. Untuk menambah pengetahuan pembaca tentang Untuk mengetahui RSUD 

Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah sesuai dengan Syarat 

PSAP saat mengajukan penghapusan Aset Tetap? 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

oleh penulis, maka dapat di simpulkan bahwa prosedur penghapusan barang 

milik daerah sebagai berikut 

1. penghapusan barang milik daerah pada Badan Keuangan Daerah  

Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Barang Milik. Hal ini dapat dilihat dari pembagian fungsi pada masing-

masing bagian dan penggunaan dokumen yang diotorisasi oleh pihak yang 

berwenang pada setiapbagian. 

2. Pengajuan permohonan penghapusan Aset Tetap berupa bangunan IGD 

pada Badan Keuangan Daerah tersebut  sudah sesuai dengan syarat PSAP. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bagian 

aset di bidang pengelolaan aset badan keuangan daerah, penulis akan 

memberikan saran yang dapat berguna sebagai berikut, sebaiknya pemerintah 

untuk lebih meningkatkan pelatihan untuk menambah wawasan, kreatifitas 

dan kinerja pegawai sehingga tujuan instansi akan mudah untuk di capai. 
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